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WALIKOTA SERANG 

PROVINSI BANTEN 

 

PERATURAN WALIKOTA SERANG  

NOMOR  70 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA  ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 59 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SERANG, 

Menimbang :    a. bahwa ketentuan dalam rangka melaksanakan ketentuan   

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,dan 

Penerima Tunjangan Tahun 2021, Keputusan Gubernur 

Banten Nomor 978/Kep.131-Huk/2021 tentang Pemberian 

Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 

dan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 

660.1/Kep.143-Huk/2021 tentang Bantuan Keuangan yang 

bersifat khusus Kepada Pemerintah Kota Serang. Upaya 

tersebut dapat dilaksanakan dengan mengubah Peraturan 

Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

 

 

2. Undang-Undang ......... 
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4748); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  

9. Peraturan ………. 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4693);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);  

15. Peraturan ……….. 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, 

dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 

2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

 

21. Peraturan ……….. 
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21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067);  

22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 888);   

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 149); 

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 

Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2014 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 74); 

25. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 

2020 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang 

Nomor 62). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

KETIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020  Nomor 59) diubah, 

sebagai berikut :  

 

1. Ketentuan ……… 
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1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai beriukut : 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula 

sebesar Rp1.180.801.285.968,00 bertambah sebesar Rp.338.721.906.594,00 

sehingga menjadi Rp1.519.523.192.562,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah 

a. Semula      Rp1.100.488.762.456,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp351.341.607.831,00 

Jumlah pendapatan daerah  

setelah perubahan     Rp1.451.830.370.287,00 

2. Belanja Daerah 

a. Semula      Rp1.180.801.285.968,00 

b. Bertambah/(berkurang)    Rp338.721.906.594,00 

Jumlah pendapatan daerah  

setelah perubahan         Rp1.519.523.192.562,00 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula      Rp80.312.523.512,00 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp(12.619.701.237,00) 

Jumlah penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan     Rp67.692.822.275,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula      Rp0 

2) Bertambah/(berkurang)   Rp0 

Jumlah pengeluaran pembiayaan  

setelah perubahan     Rp0 

Jumlah pembiayaan neto 

setelah perubahan    Rp67.692.822.275,00 

 Sisa lebih pembiayaan anggaran  

 setelah perubahan     Rp0,00 

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini. 

5. Ketentuan ………. 
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5. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini. 

 

PASAL II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Serang. 

 

Ditetapkan di Serang 

 pada tanggal  25 Juni 2021 

    WALIKOTA SERANG,  

 

       Ttd. 

 

                                       SYAFRUDIN 

Diundangkan di Serang 

pada tanggal 25 Juni 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 
 
 

  Ttd. 
 

              NANANG SAEFUDIN 

  

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 135 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

 KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

                 Ttd. 
 

     Drs. SUBAGYO, M.Si 

NIP. 19740910 199303 1 002 

 


